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ABSTRACT

This study examines the necessity and prohibition of coups from the perspective of hadith siyasah, focusing on the
normative foundations of political authority and stability in Islamic teachings. Employing a qualitative library research
approach, the study analyzes selected hadiths related to leadership, obedience to legitimate rulers, prohibition of
rebellion, and the preservation of social unity. The data were collected from authoritative hadith compilations and
contemporary scholatly works published after 2019, and analyzed through descriptive-analytical methods. The findings
indicate that Islamic teachings strongly prohibit coups as acts of forced power seizure due to their potential to cause
social disorder, disunity, and harm to the public interest. At the same time, the hadiths acknowledge the necessity of
political correction and reform, provided that such efforts are conducted through ethical and peaceful means, such as
advice, consultation, and amar ma’ruf nabi munkar. This study concludes that the prohibition of coups in hadith siyasab is
not intended to legitimize unjust governance, but rather to safeguard political stability and social welfare in accordance
with the objectives of Islamic law (maqasid al-shari‘ab). The findings contribute to contemporary discussions on Islamic
political thought by highlighting a balanced approach between justice and stability in governance.

Keywords: Hadith Siyasah; Coup Prohibition; Political Authority in Islam; Obedience to Leadership; Islamic Political
Thought.
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PENDAHULUAN

Fenomena kudeta merupakan salah satu persoalan penting dalam kajian politik dan pemerintahan
karena berkaitan langsung dengan legitimasi kekuasaan, stabilitas negara, dan ketertiban sosial.
Kudeta sebagai tindakan penggulingan kekuasaan secara paksa sering kali dilatarbelakangi oleh
ketidakpuasan terhadap kebijakan penguasa atau anggapan adanya ketidakadilan dalam
pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, kudeta justru kerap menimbulkan konflik berkepanjangan,
instabilitas politik, serta penderitaan sosial yang luas. Oleh karena itu, isu kudeta tidak hanya perlu
dikaji dari sudut pandang politik modern, tetapi juga dari perspektif normatif agama, khususnya
Islam, yang memiliki konsep tersendiri mengenai kepemimpinan dan kekuasaan (Hidayat, 2020).

Dalam Islam, persoalan kekuasaan dan pemerintahan diatur dalam konsep figh siyasab, yaitu cabang
ilmu fikih yang membahas pengelolaan urusan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Figh
siyasah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (wasiahalh al-‘ammab) dan mencegah
terjadinya kerusakan (wafsadah) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Fauzi, 2021). Salah
satu sumber utama dalam figh siyasah adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang banyak memuat
prinsip-prinsip kepemimpinan, ketaatan kepada pemimpin yang sah, serta larangan menimbulkan
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perpecahan di tengah umat. Oleh karena itu, kajian terhadap hadits-hadits siyasah menjadi sangat
relevan dalam membahas persoalan kudeta.

Hadits-hadits siyasah secara umum menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan umat.
Beberapa hadits menjelaskan kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan
kemaksiatan dan tidak menampakkan kekufuran yang nyata. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam
sangat berhati-hati dalam menyikapi perubahan kekuasaan, karena pergantian kepemimpinan yang
dilakukan secara paksa berpotensi menimbulkan kekacauan sosial dan pertumpahan darah (Syarif,
2019). Dengan demikian, larangan terhadap tindakan kudeta dalam perspektif hadits siyasah bukan
semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi untuk menjaga ketertiban dan keselamatan
umat secara kolektif.

Di sisi lain, diskursus kontemporer juga menunjukkan adanya perdebatan mengenai kebutuhan
perubahan kekuasaan ketika penguasa dinilai zalim atau menyimpang dari prinsip keadilan. Beberapa
ulama kontemporer menegaskan bahwa Islam memberikan ruang koreksi terhadap penguasa,
namun mekanisme yang ditempuh harus mengedepankan cara-cara damai, seperti nasihat,
musyawarah, dan amar ma’ruf nahi munkar, bukan melalui kekerasan atau kudeta (Aziz, 2022). Hal
ini menegaskan bahwa kebutuhan perubahan dalam Islam tidak identik dengan pembenaran
terhadap kudeta, melainkan diarahkan pada reformasi yang tidak merusak tatanan sosial.

Kajian hadits siyasah juga menunjukkan bahwa larangan kudeta sangat erat kaitannya dengan prinsip
sadd al-dzari’ah, yaitu menutup jalan menuju kerusakan yang lebih besar. Kudeta sering kali menjadi
pintu masuk bagi konflik berkepanjangan, polarisasi masyarakat, dan lemahnya otoritas hukum.
Oleh karena itu, hadits-hadits yang menekankan kesabaran terhadap pemimpin dan larangan
memberontak dipahami sebagai upaya preventif untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih luas
(Rahman, 2020). Prinsip ini relevan dengan konteks politik modern, di mana stabilitas menjadi
prasyarat utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus membahas kebutuhan dan larangan kudeta
dalam perspektif hadits-hadits siyasah masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih
menitikberatkan pada aspek ketaatan kepada pemimpin, tanpa mengkaji secara komprehensif relasi
antara kebutuhan perubahan kekuasaan dan batasan normatif yang ditetapkan oleh hadits. Oleh
karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara sistematis hadits-hadits siyasah yang
berkaitan dengan kepemimpinan, ketaatan, dan larangan pemberontakan, schingga dapat
memberikan pemahaman yang seimbang antara upaya menjaga stabilitas dan tuntutan keadilan
dalam kehidupan politik Islam (Munir, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kebutuhan dan larangan kudeta
menurut perspektif hadits-hadits siyasah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
akademik dalam pengembangan studi figh siyasah serta menjadi rujukan normatif dalam memahami
sikap Islam terhadap fenomena kudeta di tengah dinamika politik kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Zbrary
research), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebutuhan serta larangan kudeta dalam
perspektif hadits-hadits siyasah. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa hadits-hadits Nabi
Muhammad SAW yang berkaitan dengan kepemimpinan, ketaatan kepada penguasa, larangan
pemberontakan, dan prinsip menjaga stabilitas umat, yang diperoleh dari kitab-kitab hadits muktabar
serta literatur figh siyasah kontemporer. Adapun sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku,
dan karya akademik yang relevan dan terbit di atas tahun 2019, khususnya yang membahas tema
siyasah syar’iyyah, legitimasi kekuasaan, dan stabilitas politik dalam Islam. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Analisis data dilakukan
dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengklasifikasikan hadits-hadits yang
relevan, memahami konteks dan makna normatifnya, serta mengaitkannya dengan konsep
kebutuhan perubahan kekuasaan dan larangan kudeta dalam figh siyasah. Pendekatan ini digunakan
untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai sikap Islam terhadap
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kudeta, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran normatif dan akademik
yang seimbang antara prinsip keadilan dan stabilitas dalam pemerintahan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Finding

Berdasarkan analisis kualitatif terhadap hadits-hadits siyasah yang dikaji melalui pendekatan
kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa larangan kudeta dalam Islam memiliki dasar normatif
yang kuat dan eksplisit dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadits-hadits tersebut secara
konsisten menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang sah, larangan memberontak
terhadap penguasa, serta kewajiban menjaga persatuan dan stabilitas umat. Dalam konteks ini,
kudeta dipahami sebagai bentuk pemberontakan (a/gburuj ‘ala al-hakim) yang dilakukan secara paksa
dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial.

Hadits pertama yang menjadi landasan utama dalam larangan kudeta adalah hadits tentang

kewajiban taat kepada pemimpin selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Rasulullah SAW
bersabda:

y5all @l 2yl el
U6 aliws e &l GEo £l g2 apic Al s 52l g3l 5

<25 Vg gazs Wb iy ol 35 Zhaiay 3231 5l V] 2,55 151 lagp 421815 aiull eliall 2]l e
“Wajib bagi seorang Muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam perkara yang ia sukai
manpun yang ia benci, selama tidak diperintabkan kepada maksiat. [ika diperintabkan kepada maksiat, maka
tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan prinsip dasar dalam
Islam. Namun, ketaatan tersebut bersifat bersyarat, yaitu selama pemimpin tidak memerintahkan
kemaksiatan. Temuan ini menegaskan bahwa Islam mengakui adanya kekuasaan yang sah dan
melarang tindakan penggulingan kekuasaan secara sepihak, termasuk kudeta, karena dapat
menghilangkan otoritas yang sah dan memicu kekacauan.

Hadits kedua yang secara tegas melarang pemberontakan terhadap penguasa adalah hadits
yang diriwayatkan oleh Muslim:

sl &l cyasll o

aliug e 4D Too all Joi; J6 6 e &l g e il 5%

<Eals dae Sls Dlad B BB o 255 bo Bl jwioald Ui opsel o 3,5 Go»

“Barang siapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar. Sesunggubnya siapa saja yang
keluar dari ketaatan kepada pemimpin walan sejengkal, lalu ia mati, maka matinya seperti mati jabiliyah.” (HR.
Muslim)

Hadits ini memberikan bukti kuat bahwa tindakan keluar dari ketaatan kepada pemimpin,
termasuk dalam bentuk kudeta, dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.
Istilah “mati jahiliyah” dalam hadits tersebut menunjukkan seriusnya larangan ini, karena
menggambarkan kondisi tanpa tatanan, tanpa kepemimpinan, dan tanpa hukum yang sah.

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan hadits yang memberikan batasan sangat tegas
terkait kondisi yang memungkinkan penolakan terhadap pemimpin. Rasulullah SAW bersabda:
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aall by cuasdl jai
U6 aiz Al coiy Cuoliall o B34E 3

«583 1557 5 V1 bl 5a101 5 Y 513 ,e58a)l5 boatdall b d2LBJ15 gaiull e plg <l &l whio all Joiu; Gaal
503 a9 alll G 53l Blgi»
“Kecnali jika kalian melibat kekufuran yang nyata, yang kalian miliki bukti dari Allah tentang hal itn.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini sering dijadikan rujukan dalam diskursus siyasah Islam terkait perubahan
kekuasaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits ini tidak dapat ditafsirkan sebagai
pembenaran terhadap kudeta secara bebas. Frasa “kekufuran yang nyata” (kufran bawahan)
mensyaratkan adanya bukti yang jelas, objektif, dan tidak bersifat spekulatif. Dengan demikian, Islam
tidak memberikan legitimasi kepada tindakan kudeta yang didasarkan pada ketidakpuasan politik
atau perbedaan kebijakan semata.

Penelitian ini juga menemukan hadits yang menekankan pentingnya menjaga persatuan umat
dan larangan menimbulkan perpecahan. Rasulullah SAW bersabda:
aisall aaliv cuasdl Sas

aliug a3le &l 1o a <) otas . 3 &It & T CsHAN Aastass sl 5,000
aliug ail in .1 alll JJofuy B .U N crins B, 2050 aus wal &

wlaple 5331 151881 LaZAsa) 80 1]

adusa dic syl dulgy gt

«balidls \aXiclas 3583 5| aSlas Gl Ol 30, a=ls US5 e Bees #35505 W30l Las

“Barang siapa datang kepada kalian sementara nrusan kalian berada di bawah satu pemimpin, lalu ia ingin
memecal) belah persatuan kalian, maka bunublah dia.”(HR. Muslin)

Hadits ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang mengarah pada perpecahan
umat, termasuk perebutan kekuasaan secara paksa, dipandang sebagai ancaman serius terhadap
tatanan sosial. Kudeta, dalam perspektif hadits ini, dikategorikan sebagai tindakan destruktif yang
mengganggu kesatuan politik umat.

Dari sisi kebutuhan perubahan kekuasaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits
siyasah tidak menutup ruang koreksi terhadap penguasa. Rasulullah SAW bersabda:

“Agama itn adalah nasibat.”(HR. Muslim)

Hadits ini menjadi dasar normatif bahwa perubahan dan perbaikan dalam kepemimpinan
harus dilakukan melalui mekanisme etis seperti nasihat, dialog, dan amar ma’ruf nahi munkar.
Dengan demikian, kebutuhan perubahan diakui dalam Islam, namun cara yang ditempuh harus
bersifat damai dan konstruktif, bukan melalui kudeta.

Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa hadits-hadits siyasah secara
eksplisit melarang kudeta karena bertentangan dengan prinsip ketaatan, persatuan, dan kemaslahatan
umat. Pada saat yang sama, hadits-hadits tersebut juga mengakui kebutuhan akan perubahan
kekuasaan, tetapi menegaskan bahwa perubahan tersebut harus dilakukan melalui cara-cara yang
sesual dengan syariat dan tidak menimbulkan kerusakan sosial. Temuan ini menguatkan posisi
bahwa Islam menempatkan stabilitas politik sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sebagai
tujuan untuk melanggengkan kekuasaan semata.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits siyasah secara konsisten menempatkan
stabilitas kepemimpinan sebagai prinsip utama dalam tata kelola kehidupan umat. Dari penelusuran
terthadap berbagai hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan dan ketaatan kepada penguasa,
ditemukan bahwa Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijaga demi
kemaslahatan bersama. Hadits-hadits yang memerintahkan ketaatan kepada pemimpin selama tidak
memerintahkan kemaksiatan menegaskan bahwa keberadaan otoritas yang sah lebih diutamakan
daripada risiko kekacauan yang dapat timbul akibat perebutan kekuasaan secara paksa. Temuan ini

7149 | Joutnal of Innovative and Creativity , 6(1) 2026



menjawab pertanyaan penelitian mengenai posisi kudeta dalam Islam, di mana kudeta dipandang
sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi menimbulkan
kerusakan sosial yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa larangan kudeta dalam perspektif hadits siyasah
tidak dapat dilepaskan dari konsep hifz al-ummah atau perlindungan terhadap keselamatan umat.
Hadits-hadits yang melarang pemberontakan terhadap pemimpin meskipun pemimpin tersebut
memiliki kekurangan dipahami sebagai upaya preventif untuk mencegah pertumpahan darah dan
konflik horizontal. Dalam konteks ini, Islam memprioritaskan keselamatan kolektif di atas
kepentingan politik kelompok tertentu. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa larangan kudeta
bukanlah bentuk legitimasi terhadap kezaliman penguasa, melainkan mekanisme pengendalian agar
ketidakpuasan politik tidak berkembang menjadi kekacauan yang sistemik.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa hadits-hadits siyasah tidak
menutup ruang bagi koreksi terhadap penguasa. Islam tetap memberikan legitimasi moral terhadap
kritik dan pengawasan terhadap kekuasaan melalui mekanisme yang etis dan damai, seperti nasihat
(nashibah), musyawarah (syura), serta amar ma’ruf nahi munkar. Dalam perspektif ini, kebutuhan akan
perubahan kekuasaan diakui secara normatif, tetapi cara yang ditempuh harus berada dalam koridor
syariat. Dengan demikian, kebutuhan perubahan tidak identik dengan pembenaran kudeta,
melainkan diarahkan pada reformasi struktural yang tidak menghancurkan tatanan sosial dan politik.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hadits-hadits siyasah menekankan prinsip
kesabaran politik (a/-shabr al-siyasi) sebagai sikap ideal umat dalam menghadapi kepemimpinan yang
tidak sempurna. Kesabaran ini tidak dimaknai sebagai sikap pasif atau apatis, melainkan sebagai
bentuk kontrol diri agar respons terhadap ketidakadilan tidak melampaui batas yang ditetapkan
syariat. Dalam hal ini, Islam mengajarkan keseimbangan antara keberanian moral dan kehati-hatian
politik. Kudeta, yang umumnya dilakukan melalui kekerasan dan paksaan, dipandang melanggar
prinsip tersebut karena cenderung mengabaikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan umat.

Dalam diskursus figh siyasah kontemporer, temuan ini relevan dengan kondisi politik
modern yang sering kali ditandai oleh instabilitas akibat perebutan kekuasaan. Penelitian ini
menemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hadits siyasah bersifat lintas zaman dan
kontekstual. Prinsip larangan kudeta tetap relevan dalam sistem negara modern karena stabilitas
politik merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan sosial, pembangunan, dan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hadits-hadits siyasah tidak hanya memiliki dimensi
teologis, tetapi juga implikasi praktis dalam pengelolaan negara.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa larangan kudeta juga berkaitan erat dengan
konsep sadd al-dzari’ah, yaitu menutup jalan menuju kemudaratan. Kudeta sering kali diawali oleh
klaim moral untuk menegakkan keadilan, namun dalam praktiknya justru membuka ruang bagi
kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan fragmentasi sosial. Hadits-hadits yang melarang
tindakan tersebut dipahami sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap potensi kerusakan yang
lebih luas. Dengan demikian, Islam tidak hanya menilai tindakan berdasarkan niat, tetapi juga
mempertimbangkan konsekuensi sosial dan politiknya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan akan perubahan kepemimpinan
dalam Islam harus ditempatkan dalam kerangka waqashid al-shari’ah. Jika perubahan dilakukan
dengan cara yang merusak lima tujuan utama syariat—yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta—maka perubahan tersebut kehilangan legitimasi syar’inya. Kudeta, yang sering kali
mengorbankan keselamatan jiwa dan stabilitas harta benda masyarakat, bertentangan dengan
maqashid tersebut. Oleh karena itu, larangan kudeta dalam hadits siyasah dapat dipahami sebagai
upaya menjaga integritas tujuan syariat secara menyeluruh.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa hadits-hadits siyasah tidak boleh dipahami secara
tekstual semata, tetapi harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial dan politik. Penelitian ini
menemukan bahwa pendekatan kontekstual memungkinkan pemahaman yang lebih proporsional
antara larangan kudeta dan kebutuhan perubahan kekuasaan. Islam tidak menutup mata terhadap
ketidakadilan, tetapi mengarahkan penyelesaiannya melalui mekanisme yang beradab dan
berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.
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Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan
menunjukkan bahwa hadits-hadits siyasah menegaskan dua prinsip utama: pertama, larangan kudeta
sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas dan keselamatan umat; dan kedua, pengakuan
terhadap kebutuhan perubahan kekuasaan yang dilakukan melalui cara-cara damai dan konstitusional
sesual dengan nilai-nilai syariat. Diskusi ini memperlihatkan bahwa Islam menawarkan pendekatan
politik yang moderat, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga relevan untuk
dijadikan rujukan dalam menghadapi dinamika politik kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif terhadap hadits-hadits
siyasah, dapat disimpulkan bahwa Islam secara tegas melarang tindakan kudeta sebagai bentuk
penggulingan kekuasaan yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan prinsip ketaatan
kepada pemimpin yang sah, penjagaan persatuan umat, dan tujuan kemaslahatan yang menjadi inti
syariat Islam. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW secara normatif menegaskan kewajiban taat
kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kemaksiatan, larangan keluar dari ketaatan yang
berpotensi menimbulkan kekacauan, serta ancaman terhadap tindakan yang memecah belah
persatuan umat. Meskipun demikian, Islam tidak menutup ruang bagi kebutuhan perubahan dan
koreksi terhadap penguasa, namun perubahan tersebut harus ditempuh melalui mekanisme yang etis,
damai, dan sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar serta maqashid al-shari’ah. Dengan
demikian, larangan kudeta dalam perspektif hadits-hadits siyasah tidak dimaksudkan untuk
melanggengkan kekuasaan yang zalim, melainkan sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan politik
demi terwujudnya keadilan dan keselamatan umat secara menyeluruh.
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